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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terjadinya perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama

baik melalui layanan pesan singkat disebabkan adanya perbedaan pendapat

oleh aparat penegak hukum, Pendapat yang pertama, pengiriman layanan

pesan singkat dari satu orang kepada orang lain yang berisi penghinaan telah

memenuhi unsur “mentransmisikan”. Akan tetapi penghinaan tersebut tidak

diketahui umum. Intinya, sebuah layanan pesan singkat yang dikirimkan

kepada seseorang, tidak masuk dalam kualifikasi di muka umum sebagai

salah satu syarat penting dalam tindak pidana Penghinaan. Pendapat yang

kedua, dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat

lebih tepat untuk menggunakan Undang-Undang ITE dikarenakan

pencemaran nama baik dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

perbedaan pendapat tersebut yang menjadi penyebab adanya perbedaan

penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan

pesan singkat

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada,

pembentuk peraturan Perundang-Undangan, memasukkan pasal

pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang ITE ke dalam

RUU KUHP agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai
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pencemaran nama baik, sehingga dapat menghindari terjadinya perbedaan

penerapan hukum terhadap kasus yang sama. Terhadap aparat penegak

hukum, hendaknya lebih memperhatikan asas-asas hukum seperti lex

speciali derogat legi generalis, dan juga mengikuti perkembangan

Peraturan Perundang-Undangan.
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